
PENGADUAN PENDATAAN NON ASN SETELAH PENGUMUMAN PRA FINALISASI 

 

Bagi masyarakat yang mau membuat laporan Aduan Pendataan Non-ASN 2022 dipersilakan untuk 
mengadukannya melalui portal Helpdesk Pendataan Non ASN BKN seperti panduan dibawah ini : 

Buka link https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/pra_finalisasi  

 

 

Jika anda akan mengadukan/melaporkan data non ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan namun 
belum terdaftar dalam data non ASN BKN setelah pengumuman Pra Finalisasi 

 

1. Pilih nama instansi Pemerintah Kab. Banjar 
2. Isikan nama lengkap non ASN sesuai KTP 
3. Isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) non ASN  
4. Isikan/pilih tanggal lahir Non ASN 

https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/pra_finalisasi


5. Isikan Nama Jabatan/tugas Non ASN sesuai SK 
6. Isikan nama Unit Kerja/SKPD non ASN 
7. Pilih dan upload SK minimal 1 tahun  (12 bulan) terakhir per 31 Desember 2021 (Upload SK minimal 

1 tahun sebelum 31 Desember 2021 Dengan Pembiayaan Langsung APBD/APBN) 
8. Ketikkan kode captcha 
9. Klik tombol submit 
10. Catat dan simpan Nomor Tiket Aduan yang muncul setelah klik tombol submit 

 

 

Jika anda akan mengadukan data non ASN yang telah terdaftar dalam sistem BKN namun seharusnya 
tidak terdaftar karena tidak sesuai ketentuan  

 

1. Pilih nama instansi Pemerintah Kab. Banjar 
2. Isikan nama lengkap non ASN yang akan diadukan 
3. Isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) non ASN yang akan diadukan 
4. Silakan isikan alasan Pengaduan anda 
5. Ketikkan kode captcha 
6. Klik tombol submit 
7. Catat dan simpan Nomor Tiket Aduan yang muncul setelah klik tombol submit 

 
Selanjutnya anda bisa memantau sstatus aduan anda pada menu Cek Aduan atau klik tombol 
seperti ini  

 
Silakan masukkan Nomor Tiket Aduan anda 
 
 



 
Catatan : 

Pengaduan melalui link helpdesk BKN ini tidak serta merta akan 
merubah data non ASN yang sudah terdaftar atau belum 
terdaftar di sistem pendataan non ASN BKN, karena saat ini 
sistem BKN masih belum dibuka kembali dan data yang 
disampaikan juga tetap harus divalidasi dan diverifikasi terlebih 
dahulu oleh SKPD non ASN yang bersangkutan dan BKPSDM. 

 


